
 

  

LEMBARAN NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.152, 2017 KEUANGAN OJK. Bank. Kepatuhan. Pelaksanaan. 

Pencabutan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6095) 

 

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

NOMOR 46/POJK.03/2017  

TENTANG 

PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN BANK UMUM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, 

 

 

Menimbang : a. bahwa kompleksitas kegiatan usaha bank semakin 

meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi 

informasi, globalisasi, dan integrasi pasar keuangan; 

b. bahwa kompleksitas kegiatan usaha bank memberikan 

dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang 

dihadapi oleh bank sehingga diperlukan upaya untuk 

memitigasi risiko kegiatan usaha bank; 

c. bahwa untuk memitigasi risiko kegiatan usaha bank 

diperlukan berbagai upaya baik yang bersifat preventif  

(ex-ante) maupun kuratif (ex-post); 

d. bahwa upaya yang bersifat preventif (ex-ante) dapat 

ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan 

yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko 

kegiatan usaha bank; 

e. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud 

dalam huruf d diperlukan peningkatan peran dan fungsi 

kepatuhan serta satuan kerja kepatuhan yang ada pada 

bank sehingga potensi risiko kegiatan usaha bank dapat 

diantisipasi lebih dini; 
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f.  bahwa sehubungan dengan beralihnya fungsi, tugas, dan 

wewenang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan 

disektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa 

Keuangan, diperlukan pengaturan kembali pelaksanaan 

fungsi kepatuhan bank umum; 

g.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu 

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang 

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 

2.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4867); 

3.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 

Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5253); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG 

PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN BANK UMUM. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud 

dengan: 

1.  Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang 

berkedudukan di luar negeri, dan Bank Umum Syariah 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

2.  Direksi adalah: 

a. bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan 

Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas; 

b. bagi Bank berbentuk badan hukum: 

1)  Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan 

Perseroan Daerah adalah direksi sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

2)  Perusahaan Daerah adalah direksi pada Bank 

yang belum berubah bentuk menjadi 

Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan 

Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
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Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang  

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

c. bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah 

pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian; 

d.  bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di 

luar negeri adalah pimpinan kantor cabang dari 

bank yang berkedudukan di luar negeri yaitu 

pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di 

bawah pemimpin kantor cabang. 

3. Dewan Komisaris adalah: 

a.  bagi Bank berbentuk badan hukum Perseroan 

Terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40  

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;  

b.  bagi Bank berbentuk badan hukum: 

1)  Perusahaan Umum Daerah adalah dewan 

pengawas sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang  

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

2)  Perusahaan Perseroan Daerah adalah komisaris 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9  

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

www.peraturan.go.id



2017, No.152 
-5- 

3)  Perusahaan Daerah adalah pengawas pada 

Bank yang belum berubah bentuk menjadi 

Perusahaan Umum Daerah atau Perusahaan 

Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang  

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

c.  bagi Bank berbentuk badan hukum Koperasi adalah 

pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian;  

d.  bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di 

luar negeri adalah pihak yang ditunjuk untuk 

melaksanakan fungsi pengawasan.  

4.  Prinsip Syariah adalah prinsip syariah sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah. 

5.  Budaya Kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan 

yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap 

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip 

Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. 

6.  Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau 

langkah-langkah yang bersifat preventif (ex-ante) untuk 

memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan 

prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank 

telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan 

unit usaha syariah, serta memastikan kepatuhan Bank 

terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada 

Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain 

yang berwenang. 
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7.  Risiko Kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Bank 

tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan termasuk Prinsip 

Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.  

 

Pasal 2 

(1) Direksi wajib menumbuhkan dan mewujudkan 

terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan 

organisasi dan kegiatan usaha Bank. 

(2) Direksi wajib memastikan terlaksananya Fungsi 

Kepatuhan Bank. 

(3) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan Fungsi Kepatuhan. 

 

BAB II 

FUNGSI KEPATUHAN BANK 

 

Pasal 3 

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:  

a. mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada 

semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank; 

b. mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank; 

c. memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan 

prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank 

telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

termasuk Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan 

unit usaha syariah; dan 

d. memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang 

dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan 

dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. 

 

Pasal 4 

(1) Bank wajib memiliki direktur yang membawahkan Fungsi 

Kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan. 

(2) Fungsi Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

dilaksanakan oleh satuan kerja kepatuhan. 
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Pasal 5 

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan satuan 

kerja kepatuhan pada bank umum syariah dan/atau bank 

umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah wajib 

berkoordinasi dengan dewan pengawas syariah terkait 

pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah. 

 

Pasal 6 

(1) Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif 

terhadap Fungsi Kepatuhan, dengan: 

a. mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank 

paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun; dan 

b. memberikan saran untuk meningkatkan kualitas 

pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank. 

(2) Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Fungsi 

Kepatuhan, Dewan Komisaris menyampaikan saran 

untuk peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi 

Kepatuhan kepada direktur utama dengan tembusan 

kepada direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. 

 

BAB III 

DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN 

 

Bagian Pertama 

Independensi dan Kriteria 

 

Pasal 7 

(1) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib 

memenuhi persyaratan independensi. 

(2) Direktur utama dan/atau wakil direktur utama dilarang 

merangkap jabatan sebagai direktur yang membawahkan 

Fungsi Kepatuhan.  

(3) Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dilarang 

membawahkan fungsi: 

a. bisnis dan operasional; 

b. manajemen risiko yang melakukan pengambilan 

keputusan pada kegiatan usaha Bank; 
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c. tresuri (treasury); 

d. keuangan dan akuntansi; 

e. logistik dan pengadaan barang atau jasa; 

f. teknologi informasi; dan/atau 

g. audit intern.  

 

Pasal 8 

Calon direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib 

memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai mengenai 

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Bagian Kedua 

Pengangkatan, Pemberhentian, dan/atau Pengunduran Diri 

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan 

 

Pasal 9 

(1) Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran 

diri direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan 

mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai bank umum dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai bank umum 

syariah. 

(2) Dalam hal direktur yang membawahkan Fungsi 

Kepatuhan berhalangan sementara sehingga tidak dapat 

menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) 

hari kerja berturut-turut, pelaksanaan tugas yang 

bersangkutan wajib digantikan sementara oleh direktur 

lain sampai dengan direktur yang membawahkan Fungsi 

Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya 

kembali. 

(3) Dalam hal direktur yang membawahkan Fungsi 

Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau 

habis masa jabatannya, Bank wajib segera mengangkat 

pengganti direktur yang membawahkan Fungsi 

Kepatuhan, paling lama 6 (enam) bulan setelah direktur 
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yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berhalangan 

tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya. 

(4) Selama dalam proses penggantian direktur yang 

membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), Bank wajib menunjuk atau 

menugaskan salah satu direktur lainnya untuk 

sementara melaksanakan tugas direktur yang 

membawahkan Fungsi Kepatuhan. 

(5) Direktur yang melaksanakan tugas sementara sebagai 

direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, baik 

karena berhalangan sementara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) maupun berhalangan tetap, mengundurkan 

diri, atau habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4), harus memenuhi ketentuan mengenai 

rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (2) dan larangan membawahkan fungsi-fungsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). 

(6) Dalam hal direktur lain sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) tidak ada, jabatan direktur yang membawahkan 

Fungsi Kepatuhan dapat dirangkap sementara oleh 

direktur lain yang membawahkan fungsi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). 

(7) Penggantian sementara jabatan direktur yang 

membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) wajib dilaporkan 

kepada Otoritas Jasa Keuangan. 

 

Bagian Ketiga 

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahkan 

Fungsi Kepatuhan 

 

Pasal 10 

(1) Tugas dan tanggung jawab direktur yang membawahkan 

Fungsi Kepatuhan, wajib paling sedikit: 

a. merumuskan strategi guna mendorong terciptanya 

Budaya Kepatuhan Bank; 
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b. mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-

prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh 

Direksi; 

c. menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang 

digunakan untuk menyusun ketentuan dan 

pedoman internal Bank; 

d. memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, 

sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang 

dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan 

Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah 

bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah; 

e. meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;  

f. melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan 

dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau 

pimpinan kantor cabang dari bank yang 

berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari 

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 

g. melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi 

Kepatuhan. 

(2) Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak menghilangkan hak dan kewajiban direktur 

yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota 

Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

mengenai Perseroan Terbatas, dalam hal diperlukan 

keputusan terhadap perbuatan tertentu dari seluruh 

anggota Direksi Bank. 

 

Pasal 11 

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib 

melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada direktur 

utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, paling 

sedikit secara triwulanan. 
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BAB IV 

SATUAN KERJA KEPATUHAN 

 

Bagian Pertama 

Independensi dan Kriteria 

 

Pasal 12 

(1) Satuan kerja kepatuhan wajib independen. 

(2) Pejabat dan staf di satuan kerja kepatuhan dilarang 

ditempatkan pada posisi menghadapi benturan 

kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan 

tanggung jawab Fungsi Kepatuhan. 

(3) Satuan kerja kepatuhan pada bank umum konvensional 

yang memiliki unit usaha syariah wajib didukung oleh 

sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan 

dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan 

syariah. 

 

Pasal 13 

Kepala satuan kerja kepatuhan wajib memenuhi kriteria 

paling sedikit: 

a. memenuhi persyaratan independensi; 

b. menguasai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

c. tidak melaksanakan tugas lain di luar Fungsi Kepatuhan; 

dan 

d. memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan 

mengembangkan Budaya Kepatuhan.  

  

Pasal 14 

Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian kepala 

satuan kerja kepatuhan wajib dilaporkan kepada Otoritas 

Jasa Keuangan. 
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Bagian Kedua 

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan 

 

Pasal 15 

Dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3, tugas dan tanggung jawab satuan 

kerja kepatuhan wajib paling sedikit: 

a. membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya 

Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada 

setiap jenjang organisasi; 

b. melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan 

pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan 

mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang 

mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi 

bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang 

mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi 

bank umum syariah dan unit usaha syariah; 

c. menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan 

kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun 

prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

d. melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan 

pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, 

sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar 

sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk 

Prinsip Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha 

syariah; 

e. melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, 

ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha 

Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa 

Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 

f. melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi 

Kepatuhan. 
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BAB V 

PELAPORAN 

 

Pasal 16 

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib 

menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan 

tentang pelaksanaan tugasnya, meliputi: 

a. rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam Rencana 

Bisnis Bank; 

b. laporan kepatuhan; dan 

c. laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan 

Direksi yang menurut direktur yang membawahkan 

Fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan 

Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan peraturan 

perundang-undangan, sebagai bagian dari tugas direktur 

yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f. 

 

Pasal 17 

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, 

wajib ditandatangani oleh direktur yang membawahkan 

Fungsi Kepatuhan, dan disampaikan kepada Otoritas 

Jasa Keuangan secara semesteran dan diterima Otoritas 

Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan setelah periode 

pelaporan berakhir dengan tembusan kepada Dewan 

Komisaris dan direktur utama. 

(2) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan kepatuhan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari 

Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur, laporan 

kepatuhan disampaikan pada hari kerja berikutnya. 

(3) Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan 

kepatuhan apabila laporan diterima Otoritas Jasa 

Keuangan melampaui batas akhir waktu penyampaian 

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi 

belum melampaui 1 (satu) bulan setelah batas akhir 

waktu penyampaian laporan. 
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(4) Bank dianggap tidak menyampaikan laporan kepatuhan 

apabila laporan tersebut belum diterima Otoritas Jasa 

Keuangan setelah batas akhir waktu keterlambatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c 

disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama  

7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui oleh direktur yang 

membawahkan Fungsi Kepatuhan mengenai adanya 

penyimpangan. 

 

BAB VI 

ALAMAT PENYAMPAIAN PELAPORAN 

 

Pasal 18 

(1) Laporan pengangkatan, pemberhentian, atau 

penggantian kepala satuan kerja kepatuhan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan secara daring 

(online) melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa 

Keuangan. 

(2) Dalam hal penyampaian laporan melalui sistem 

pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan, Bank 

menyampaikan laporan secara daring (online) dengan 

mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai laporan kantor pusat bank umum. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) 

dan Pasal 16, disampaikan secara luring (offline) kepada: 

a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau 

Departemen Perbankan Syariah, bagi Bank yang 

berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang 

berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau 

b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau 

Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai 

dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat 

Bank. 
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BAB VII 

SANKSI 

 

Pasal 19 

Bank yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6 ayat (1),  

Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 9  

ayat (4), Pasal 9 ayat (7), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12,  

Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan/atau Pasal 17 ayat 

(1) dikenakan sanksi administratif berupa: 

a. teguran tertulis; 

b. penurunan tingkat kesehatan berupa penurunan 

peringkat faktor tata kelola dalam penilaian tingkat 

kesehatan; 

c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; 

d. pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan 

Komisaris Bank dan selanjutnya menunjuk dan 

mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Anggota Tahunan 

(RAT) koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan 

persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau 

e. pencantuman anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, 

pegawai, dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar 

pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam uji 

kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai uji 

kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). 

 

Pasal 20 

(1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) 

dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari 

keterlambatan. 

(2) Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dikenakan sanksi 

administratif berupa denda sebesar Rp100.000.000,00 
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(seratus juta rupiah) dan teguran tertulis oleh Otoritas 

Jasa Keuangan. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 21 

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai 

berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 

tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5187), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 22 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal 12 Juli 2017 

 

KETUA DEWAN KOMISIONER  

OTORITAS JASA KEUANGAN, 

 

ttd 

 

MULIAMAN D. HADAD 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 12 Juli 2017 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 
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